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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR ?4 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah

Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan

Peaghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah yang

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di semua

Kecamatan di Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2OLg di Desa Binjai terdapat perbedaan Luas Wilayah

Desa Binjai dengan yang ditetapkan pada Peraturan

Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Desa Bu{ai Kecamatan Bunguran Barat;

b.
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! 'oanwa DeroasarKan perflmoangan seoagalmana

dima-ksr-rcl- d-ala-m hr:nrf a dan h-uruf b, perlu menetapkan
, n 1 t , h 1 1 At nf'erafu'arl Lraeran fenfarrg reruoaflan Afas rerafuran

Daerafr Nomor 19 Tahu-n 2AA6 tent-a:rg Pembenh:ka:t
. . f, , htresa b1n]al [ecamafan Eiunguran E araf.

Pasai i8 aya'r (6i Undarrg-Undarrg Dasar iiegara Reirubiik

Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang i.iomor 53 Tahun 1999 ientans

Pe--mtrentukan Katru-pa-te--n Pela-lawa.n, Ka-trupa-ten R-oka.n

Huiu, Ka'oupaten Rokan Hiiir, Katrupaten Siak,

Kabu-paten Ka-rimun, Kabupa-ten Natuna, Kabu-pa-ten

Kuantan Singingi dan Kota tsatam (Lembaran iiiesara

Reput{ik Indonesia Tahu-n 1999 Nomor 181, Ta-rntraha.n

i,em'oaran Negara Repubiik indonesia i.iomor 3qA2i

sebagaimala telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Unciang i.iomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5;
Tahun 1999 tentang Femtrentukan Ka'oupaten

Pelalawan, Kabupaten R-okan HuJu, Kabupaten Rokarr

Hiiir, Katrupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaien

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota- Ba-te_-m

(Lembaran i[egara Repubiik indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lemtraran Negara Reputrlik

indonesia i.iomor 4E80i ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

LCAT\-

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbarr-gan Keuangarr Axtara Pemcrin-tah Pusar dan

Pemennt-ahan Daerah (Lemharan Negara R-eprlfolils

ra---_-:,----1IVI,CIISIILSAL :

Z,

1l.

3.

4.



-3-
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Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Arc tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembe.r:an Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2At4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.

7.

8.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Al9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2At9 Nomor 42, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Afi
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2OL6

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201,7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun

2006 tentang Pembentukan Desa Binjai Kecamatan

Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2OA7 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

10.

11.

L2.

13.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

#
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN

2A06 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINJAI KECAMATAN

BUNGURAN BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Binjai

Kecamatan Bunguran Barat (lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2006 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Desa Binjai terbentuk dari pemekaran Desa Sedanau

Timur Kecamatan Bunguran Barat atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(21 Luas wilayah Desa Binjai adalah + 7.L91,427 Ha dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sedanau Timur;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Cemaga dan

Desa Batu Gajah;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sedanau Timur;

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Harapan Jaya

dan Desa Tapau.

(3) Peta Wilayah Desa Binjai sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peratrrran ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3t Aueru,mer V)tg

Diundangkan di Ranai
i

pada tanggal Al Des"v\iber %fi9

, SEKRETARIS DAERAH
b *,PATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 20t9 NOMOR 2,

NOMOR REGISTER PERATURAN

KEPUI"AUAN RIAU: ?7,7t/ lntg
DAERAH I#RUPATEN NATUNA PROVINSI
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:'jr- DESAHARAPANJAYA
KECAUATAI{ BUNGUMN TENGAH. 

KAB,IiPATEI NATU]iA
PROVINSI KEPULAUAiI RIAU

DESA CEIIAGA
KECATATAN BUilGURAN SELATAN

KASUPATEN I{ATUNA
PROVIT{3I KEPULAUAN RIAU

Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
NomorZflTahun 2019

A

PETA DESA
Kode Wilayah : ,1.03.05.2012

DESA BINJAI
Luas ! 7{90,248 Ha
KECAMATAN BUNGUMN BARAT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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ilofiorTltlk l(rnorE.H& U'ltani &lfur
TK 21.03.05.2012-20.2004-OO2 3'49',45,12l', N 108' 13'3,493' E

1 K 2r.O3.O5.ZOt2-20.2004-001 3'51',46.584', N 108" 11',29.506" E

Tl( 21.03.0s.2012-15.2001-20.2004{00 3" 53',59_452' N 108'13'39.674',E
TK 21.O3.05.2012-15.2001{O1 3'S3',42_850', N 108' 14'0,904', E

Tl( 21.O3.05.2012-16-2001{02 3'52',4,780',N 108'13',55.530', E

TK 21.03.05.2012-15.2001-16.2002-000 3" 52',2,582', N 108" 14'52_105" E

TK 21.03.05.2012-07.201/t-16,2002-000 3'50"+4.613', N 108'16'46582'. E

TK 21.03.05.2012-O7.2014-001 3" SO' 16-233" N LO8" !7',9,222" E

TK 21.03-05.2012-07 -201A40a 3'50',5,379" N 108' 16'53,901" E

TK 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 3" 48'3,650'N 108' 17',49.813' E

TK 21.03.05.2012-18.2001{03 3" 46',7.303" N 108' 14',46,987' E

TK 21.03.05.2012-18.2001{m1 3'47'27,519' N 108' 15'35,956', E

TK 21-O3.05.2012-18.2001-OO2 3'47'23,511', N 108' 15'52.489" E


